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Putusan hakim seharusnya dijatuhkan berdasarkan keterangan saksi yang
jelas dan rinci. Namun putusan Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung nomor:
17/Pdt.G/2021/PN.Tlg yang menghukum PT PLN (Persero) selaku tergugat untuk
membatalkan penetapan denda kepada konsumen selaku penggugat hanya mengacu
pada keterangan saksi dari pihak penggugat bahwa didesanya pernah terjadi
penertiban pemakaian tenaga listrik berupa pembayaran denda oleh konsumen
kepada PT PLN (Persero) tanpa disertai bukti pembayaran denda tersebut, pihak
tergugat tidak menyertakan saksi dalam perkara tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pertimbangan
hakim Pengadilan Negeri Tulungagung nomor: 17/Pdt.G/2021/PN Tlg dalam
perkara penertiban pemakaian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) ?; 2) Bagaimana
pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Tulungagung dalam perkara penertiban
pemakaian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) atas putusan nomor:
17/Pdt.G/2021/PN Tlg ditinjau dari hukum perlindungan konsumen ?; 3)
Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Tulungagung dalam perkara
penertiban pemakaian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) atas putusan nomor:
17/Pdt.G/2021/PN Tlg ditinjau dari hukum Islam ?.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode
kepusatakaan dengan jenis penelitan yuridis normatif. Pendekatan yang dipakai
adalah pendekatan kasus (case approach). Teknik pengumpulan data yang
digunakan berupa studi pustaka terhadap bahan-bahan hukumprimer, bahan hukum
sekunder maupun bahan hukum tersier dan bahan hukum non hukum. Pada kegiatan
analisis data peneliti menggunakan sifat analisis deskriptis analitis.

Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) pertimbangan Hakim pada Putusan
nomor: 17/Pdt.G/2021/PN Tlg adalah perbuatan tergugat dikualifikasikan sebagai
perbuatan melawan hukum, sehingga pelaku usaha dibebankan penggantian ganti
rugi sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) dengan kewajiban membayar uang
paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan denda yang
pernah dilimpahkan kepada penggugat dibatalkan. 2) pertimbangan Hakim sudah
melindungi hak-hak konsumen berupa hak mendapatkan informasi yang jelas serta
hak mendapatkan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum pelaku usaha, sesuai
dengan tujuan dan asas perlindungan konsumen vyaitu tujuan untuk pelaku usaha
agar bertanggungjawab dalam berusaha dan asas kepastian hukum, serta
pertimbangan hakim mewujudkan putusan yang mengandung nilai keadilan dan
kepastian hukum serta kemanfaatan bagi para konsumen dan pelaku usaha yang
berperkara 3) pertimbangan Hakim sudah sesuai dengan ketentuan 7a 'wid (ganti
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rugi) akibat perbuatan melawan (Al-Fi’'ul AI-Dharr), sesuai dengan kaidah hukum
Islam yaitu mendatangkan kemasalahatan dan menolak kemudharatan, sesuai
dengan prinsip Al-Adl (keadilan), serta sesuai dengan prinsip Al-Qadha (peradilan
Islam) yaitu prinsip mencari ridha Allah SWT, prinsip menjaga stabilitas umum,
prinsip melindungi hak dan kewajiban serta prinsip menjatuhkan putusan
berdasarkan nash-nash dalam Al-Quran dan Sunnah.
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The judge's decision should have been made based on clear and detailed
witness testimony. However, the decision of the Tulungagung District Court Judge
number: 17/Pdt.G/2021/PN.Tlg which sentenced PT PLN (Persero) as the
defendant to cancel the fines imposed on consumers as the plaintiff only referred to
the testimony of witnesses from the plaintiff that in his village there had been a
control over the use of electricity in the form of payment of fines by consumers to
PT PLN (Persero) without proof of payment of said fines.

The formulation of the problems in this research are: 1) What are the
considerations of the Tulungagung District Court judge number: 17/Pdt.G/2021/PN
Tlg in the case of controlling the use of electric power by PT PLN (Persero)?; 2)
What is the consideration of the Tulungagung District Court judge in the case of
controlling the use of electricity by PT PLN (Persero) for the decision number:
17/Pdt.G/2021/PN Tlg in terms of consumer protection law?; 3) What is the
consideration of the Tulungagung District Court judge in the case of controlling the
use of electricity by PT PLN (Persero) for the decision number: 17/Pdt.G/2021/PN
Tlg in terms of Islamic law?

The research method used in writing this thesis is a library method with a
normative juridical research type. The approach used is the case approach. The data
collection technique used was in the form of literature study on primary legal
materials, secondary legal materials as well as tertiary legal materials and non-legal
legal materials. In the data analysis activities, the researcher uses the nature of
analytical descriptive analysis.

The results of the study show that: 1) The judge's consideration in the
Decision number: 17/Pdt.G/2021/PN Tlg is that the defendant's actions qualify as
an unlawful act, so that the business actor is charged with compensation in the
amount of Rp. 50,000,000 (fifty million) with the obligation to pay forced money
(dwangsom) in the amount of Rp. 500,000 (five hundred thousand rupiah) and the
fines previously assigned to the plaintiff were cancelled. 2) the Judge's
consideration has protected consumer rights in the form of the right to obtain clear
information and the right to obtain compensation due to acts against the law of
business actors, in accordance with the goals and principles of consumer protection,
namely the goal for business actors to be responsible in their business and the
principle of legal certainty. 3) the judge's consideration is in accordance with the
provisions of Ta'wid (compensation) due to acts of resistance (Al-Fi'ul Al-Dharr),
and in accordance with the principles of Islamic law, namely bringing trouble and
rejecting harm, and in accordance with the principle of Al-Adl (justice).
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